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BUPATI BUNGO 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN BUPATI BUNGO 

NOMOR /9 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUNGO, 

‘mimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah 
kebijakan daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan 
komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian 
kebijakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bungo Tahun 2024; 

ngat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 

(Lembaran Negara Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
1965 Nomor 50, Tambahan Republik Indonesia Tahun 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang ....... 2 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Republik Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Indonesia  Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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tentang Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahuangrl: Republik 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran v l’lglbfl.l'fln Negara 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42?. Tambahan 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

i i Tahun Peraturan Presiden Republik Indonesia !‘Jomo;e;llzngunan 
2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tl._ljuan e han 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indone: 

2022 Nomor 180); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahllél ai?;; 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 'dan At P 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancang n 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jaflgkk 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencax?a 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264); 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 

Peraturan Daerah Nomor 

raturan Daeral, Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Perubahan 
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l2e°not;mg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

= tentang Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang 

un 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 

Tahun 2016 Nomor 7); 

20. Peraturan L:)aerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Bungo Tahun 2013-2033 

(Lembaran Dacrah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 9); 

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6; 

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo 

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo 

Tahun 2021 Nomor 10); 

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 

2023 Nomor 4). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 

(lima) tahunan. 

5. Rencana Kerja Pel 

dokumen perencanaan daerah untuk 1 (sa 
mbangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

tu) tahun. 

6. Perangkat Daerah ....... 5 

P 

Dipindai dengan CamScanner



.5. 

6. Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah dalam penyclenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dacrah. 

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Daerah Kabupaten Bungo yang 8. Badan Perencanaan Pembangunan 

penunjang Urusan selanjutnya  disebut Bappeda merupakan unsur . 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yaitu 
perencanaan yang dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten/kota yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota 

meclalui sekretaris Daerah kabupaten/kota. 

Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan 

dacrah di Kabupaten Bungo. 

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi 

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 

adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat 

11. 

Daerah. 

BAB Il 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 

Pasal 2 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 yang 

selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025, adalah dokumen perencanaan 
Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 

2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD. 

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat : 

a. rancangan kerangka ekonomi daerah; 

b. prioritas pembangunan daerah; dan 

c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(3) RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2025, program strategis nasional yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi. 

(4) RKPD......o.oo 6 
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(4) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan; 

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Dacrah; 

BabV Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

Bab VII Penutup. 

RKPD Tahun 2025 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalu: 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dacrah yang di dalamnya terdapa 

prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya. 

(5] 

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

bagi Pemerintah Kabupaten Bungo dalam menyusun : 

a. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025. 

b. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

Tahun 2025; dan 

. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. 

(6) 

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran sebagai 
(7] 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Bungo Tahun 2025 maka : 

a. Pemerintah Kabupaten Bungo menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai 

bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran 

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan 

rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 

anggaran 2025. 

Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 pada pembahasan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Bungo. 

Pasal 5 

Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat 
Daerah Tahun 2025 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bungo dengan RKPD Kabupaten Bungo Tahun 2025. 

BAB I 
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BAB Il 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. 

Ditetapkan di Bungo 

pada tanggal 2 - 7- 2024 

) —_— 

e BUPATI BUNG;, - 

M 
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TELAHDITELITIKESENARANNYA 

KEPALA: 
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Diundangkan di Bungo 
pada tanggal 2- ? - 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

MURSIDI 

3ERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR (7 

<AEAG RUKUIT ; 
ANALIS HUKUN _}\% Il 
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